
BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMAI{TAN TENGAH

PERATURAN BIIPATI I(ABUPATEN BARITO TITVIIIR
NOMOR }O TA}II'H 2019

TENTAI{G

PETUNJUK TEKNIS PENGAI'IGKATAI{ PERANGKAT DESA

!
DENGAI{ RAHMAT TIJI{AI{ YAIYG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIIIIIIR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 106 ayat 2

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun
2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa Serta Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito
Timur tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Perangkat
Desa;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahurr 2OA2 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah (lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OAZ Nomor 18, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor a180);

2. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OI1
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia 6398)

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A14
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5495);
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'1 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor ssgz) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun Z01S t€ntang
Perubahan Kedua Atas Undang-Und.ang Republik
lndonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56791;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun ZOl4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun
2OL4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2CI14 tenta"ng Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun ZOl4 Nomor !2A,
Tambahan Lembaran Negara Repub:ik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah l{omor 11 Tahun 2OLg
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2CI14 tentang Peraturan pelaksanaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 4L, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 63211;
Peraturan Menteri Daldm Negeri Nomor 80 Tahun 20i8
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20i8 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
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9, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (L,embaran Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun 2Ol8 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36).

Menetapkan :

MEMUTUSI(AN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGAI{GKATAIT PERANGI(AT DESA.

BAB I
KETINTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur;
2. Bupati adalah Bupati Barito Timur;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom;

4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah,
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

7. Kepala f)esa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas clan kewajiban untuk memimpin dan menyelenggarakan urusan
rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah;

B. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang

bekerja pada instansi pemerintah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam

penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat
Desa clan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan

kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur
kewilayahan.

10, Staf Perangkat Desa adalah staf yang terdiri dari unsur staf administrasi
clan staf non administrasi untuk memhantu Kepala Urusan, Kepala Seksi

dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan
kemampuan keuangan desa.

1 1. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam
sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas

atau lepas dari segaia tuntutan hukum.
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12. 'I'ersangka adaiah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

1J. 'I'erclakwa aclaiah sesorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di
pengadilan.

14. Terpidana adalah se$eorang yang dipidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memeperoleh keikrtatan hukum tetap.

15. Tim Pengawas dan Pembina Seleksi dan Pengangkatan Perangkat Desa di
Tingkat Kecamatan selanjutnya disebut Tim Pengawas dan Pembina
adalah tim yang dibentuk oleh Camat dalam rangka pengawasan dan
pembinaan terhadap proses pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan
pada perangkat desa.

16. Tim Penguji seleksi Perangkat Desa selanjutnya disebut Tim Penguji
adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati dan bertugas menyelenggarakan
ujian seleksi penyaringan Perangkat Desa yang terdiri pejabat terkait di
tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

t7, Panitia Pengangkatan Perangkat f)esa adalah Panitia yang ditetapkan
Kepala Desa untuk melaksanakan proses seleksi penjaringan dan
penyaringan Perangkat Desa.

18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat adaiah BUMD.
19. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat adalah BUMN.

20. Tentara Nasional lndonesia yang selanjutnya disingkat adalah TNl.
2L. Polisi Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat adalah POLRI.

22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD di wilayah
I(abupaten Barito Timur.

BAB II
PERANGI(AT DESA

Pasal 2
(1) Perangkat Desa terdiri atas :

a. Sekretariat Desa. dipirnpin oleh Sekretaris Desa. clan mernbawahi
Kepala Urusan;

b. Pelaksana Telsr,is dipimpin oleh Kepala Seksi; dan
c. pelaksana Kewilayahan dipilrrpin oleh Kepala Dusun.
Perangkat Desa sebagairnana dirnaksu.d pada ayat (L), bertugas
membantu Kepala Desa dalam rnelaksanakan tugas, fungsi,
kewqjibarr dan wewenansrya.
perangkat Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (L), diangl<at
dan diberhentikan oleh Kepala Desa seteiah dikonsultasikan
dengan Camat.
Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya, Perartgkat

Desa sebagaimala dimaksud. pad.a ayat (1), bertanggungfawab
kepada Kepala Desa.

(2)

(3)

(4)



(1)

BAB III
PENGANGI(ATAII PERAI'IGKAT DESA

Pasal 3

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adaiah penduduk desa
Warga Negara Republik Indonesia dengan persyaratan umum :

a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. bertaqvva kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara
dan Pemerintah Republik Indonesia;

d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau
seclerajat;

e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua)
tahun pada saat penda-ftaran;

i. sehat diri yang clibuktikan d.engan surat keterangan dari Rumah Sakit.
Umum Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah iainnya;

g, berkelakukan baik yang dibuktikan dari Kepolisian Republik
lndonesia;

h. bersedia dicalonkan menjadi perangkat desa;

Persyaratan lainnya untuk dapat diangkat menjadi Perangkat Desa

adalah :

a. Tidal< merangkap pekerjan dan/atau jabatan sebagai pengurus Partai

Politik, anggota/pengurus partai terlarang, Ketua atau Anggota Badan

Permusyawaratan Desa, Ketua atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Republik indonesia, Ketua atau Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia, Ketua atau Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat

Daerah Plovinsi, Ketua atau Anggota Dewan Perwakilal Rakyat

Daerah Kabupaten, Ketua, Sekretaris atau Anggota Badan

Permusyawaratan Desa.

b. Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus atau pengelola Badan

L;saha Milik Daerah (BUMD), Koperasi unit Desa dan/atau Badan

Usatra Milik Desa (BUMDes).

c. Tidak merangkap pekerjaan atau tugas sebagai anggota TNI/POLRI,

erLaLl lernbaga pemerintah lainnl/&, kecuali telah diatur oleh ketentuan

peraturan yang labih tinggi.
Tidak merangkap pekerjaan sebagai pegawai atau karyawan

perusahaan atau badan usaha swasta.

Tidak merangkap sebagai pekerja kontrak atau honorer pada lembaga

pemerintah.
f. Tidak merangkap pekerjaan sebagai ASN pada suatu instansi

pemerintah.
g. iiArf merangkap jabatan sebagai Damarrg Kepala Adat, Let

Perdamaian Adat Kecamatan, Pangulu dan Mantir Adat Desa'

h. Bagi Damang Kepala Adat, I,et Perdamaian Adat Kecamatan, Pangulu

dan Mantir Ad.at Desa yang mencalonkan diri wqiib membuat

pernyataan tertulis d.an mengundurkan diri dari jabatan kelembagaan

adatnya jika terpilih dan dilantik sebagai Perangkat Desa.

(2)

d.

e.
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(3) Khusus untuk Kepala Urusan atau sebutan lain yang menangani
keuangan atau kebendaharaan Desa dan/atau yang menangani barang
dan/atau aset desa dilarang bagi yang memiliki hubungan daratr dengan

Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa satu garis lurus sampai dengan 2

(clua) tingkat ke atas maupun ke bawah, dan sampai dengan satu tingkat

ke samping.
(4) Khusus untuk kepala kewilayahan atau dusun, persyaratan tarnbahannya

adalah mengenal wilayah dusunnya dan dikenal oleh masyarakat dusun

setemPat.

BAB tV
STLTKSI PENGAI{GKATAN PIRAI{GI{AT DTSA

Bagian kesatu
Tahapan

Pasal 4
Seleksi pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan melalui tahapan sebagai

berikut :

a. pengumuman dan pelaporan kekosongan jabatal perangkat Desa;

b. pembentukan Tim Pengawas dan Pembina dan Tim Penguji seleksi dan

Pengangkatan Perangkat Desa serta Panitia seleksi Pengangkatan

Perangkat Desa;

c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan; dan

d. Penetapan hasil seleksi dan pelaporarl'

Bagian Kedua
Pengumuman dan PelaPoran Kehosongan

Jabatan Perangkat Desa

Pasal 5

Kepala Desa melaporkan kekosongan jabatan Per:angkat Desa dan

,"rr"** pengisian kekosongan jabatan tersebut kepada camat.

Camat mernerintahkan Kepala Desa untuk menyampaikan keterangan

dan laporan formasi jabatan Perangkat Desa untuk dilakukan verifikasi

dalam rangka pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa.

Camat memverifikasi dan memberi rekomendasi atas laporan kekosongan

jabatan dan rencana pengisian kekosongall jabatan Perangkat Desa dari

Kepala Desa.

Pengumuman kekosongan dan pengisian formasi jabatan Perangkat Desa

dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat rekomendasi kelayakan

oleh Camat.

camat meiaporkan kekosongan dan rencana pengisian formasi jabatan

Perangkat Desa beserta rekomendasi kelayakan pengisian jabatan

Perangkat Desa kePada BuPati'

(1)

(2)

{

(3)

(4)

(s)



Bagian Ketiga
Pembentukan Tlm Pengawas dan Pemblna, Tlm PenguJt Seteksi dan

Penganglratan Porangkat Desa, serta Panltla Seleksl
Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 6
Setelah disampaikannya laporan kekosongan dan rencana. pengisian formasi
jabatan Perangkat Desa beserta rekomendasi kelayakan pengisian jabatan
Perangkat Desa oleh Camat kepada Bupati maka ditingkat Kecamatan
dibentuk Tim Pengawa$ dan Pembina, di tingkat Kabupaten dapat dibentuk
Tim Pengr-rji Seleksi dan Pengangkatan Perangkat Desa, dan di tingkat Desa
dibetuk Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa.

Paragraf kesatu
Pembentukan Tlm Pengawas dan Pembina

Pasal 7
(1) Tim Pengawas dan Pembina Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

keanggotaannya terdiri atas :

a. Camat selaku Ketua;
b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris;
c. Danramil sebagai anggota;
d, Kapolsek atau Kapospol sebagai anggota;
d. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan sebagai anggota;
e. Unsur lainnya yang dipandang perlu sebagai anggota maksimal 2 (dua)

orang.
(2) Pembentukan Tim Pengawas dan Pembina ditetapkan dengan Keputusan

Camat.

Paragraf kedua
Tim PenguJl

Pasal 8

(1) untuk persiapan dan penyaringan pengangkatan Perangkat Desa dibentuk

. Tim Penguji.

\ (2) Tim pengguji bertugas menyelenggapakan ujian seleksi penyaringan
= Perangkat Desa.

" (3) Tim Penguji terdiri dari unsur :

a. Bupati selaku Pembina;

b. Sekretaris Daerah selaku Pengarah;

c. Asisten sekreta.ris Daerah atau Pejabat sederajat lainnya yang

membidangi Pembinaan Pemerintahan Desa selaku ketua;

d. I(epala Bagian Pemerintahan Umum atau Pejabat sederajat iainnya
yang membidangi pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa selaku

Sekretaris merangkaP anggota;

e. Camat selaku Koordinator Tim Penguji tingkat Kecamatan;
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f, Sekretaris Kecamatan atau Kasi yang membidangi pembinaan
Pemerintahan Desa selaku Sekretaris Tim Perrguji tingkat Kecamatan;

g. Pejabat dari OPD yang membiclangi Pembinaan Aparatur Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku alggota;

h. Kasi Kecamatan selaku anggota; dan

i. Unsur lainnya sesuai dengan keahlian yang diperlukan.

(4) Tim Penguji ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf kettga
Pembentukan Panltia Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 9
(1) Kepala Desa membentuk panitia pengangkatan Perangkat Desa

berkoordinasi dengan Camat yang terdiri dari :

a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

(21 Panitia Pengangkatan Perangkat Desa keanggotaannya berjumlah ganjil
disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa, terdiri dari unsur :

a, Perangkat Desa;
b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
c. Tokoh masyarakat.
d, Dapat ditambah dari anggota masyarakat yang dianggap mampu

untuk rnendu kung tu gas administratif Panitia.
(3) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa tidak boleh merangkap sebagai

peserta seleksi.
(4) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal caion Perangkat Desa

dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa

kosong atau diberhentikan.
(5) Untuk kondisi tertentu yang mengakibatkan lidak memungkinkannya

peiaksanaan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) waktu pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan terlebih dahulu
dilaporkan oleh Camat kepada Bupati.

(6) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) mempunyai tugas :

a. menetapkan rencana biaya dan sumber biaya kegiatan pengangkatan

Perangkat Desa;
b. melakukan penjaringan bakal calon Perangkat Desa;

c. mengumumkan nama bakal calon yang telah memenuhi persyaratan

dan berhak untuk mengikuti ujian penyaringan;

d. mempersiapkan dan melaksanakan segaia sesuatu yang berkaitan

dengan pelaksanaan penyaringan Perangkat Desa agar berjalan tertib,

lancar, dan aman;
e. membuat Berita Acara hasil ujian penyaringan; dan

f. meiaporkan hasil pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa kepada

Kepaia Desa dan Camat.



Baglan keempat
Pelahsanaan penJaringan dan penyarlngan

Paragraf kesatu
Pelaksanaan Penjaringan

Pasal 1O

(1) Penjaringan dimuiai dari pengumuman Pendaftaran Seleksi Pengangkatan
perangkat Desa oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dan

disebarluaskan secara terbuka.
(2) Pendaftaran Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa sebagamana dimaksud

pada ayat (1) bagr bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan dengan

ketentuan :

a. Surat Permohonan Lamaran menjadi Perangkat Desa ditulis sendiri

oleh Bakai Calon di atas kertas segel atau bermaterai cukup yang

ditujukan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.

b. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri

c. Satu orang pelamar boleh melamar 1 (satu) jabatan dengan

mencantumkan prioritas nomor urutan jabatan yang diinginkan.

d, Batas waktu pengumuman pendaftaran sampai dengan melengkapi

berkas persyaratan paling lama 15 (lima belas) hari, sejak tanggal

diumumkannya pendaftaran Baka] calon Perangkat Desa;

e. panitia membuat Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan

mengumumkan bakal calon peserta yang akan diverifikasi dokumen

kelengkapannya untuk ditetapkan sebagai calon peserta.

f. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan

sebagaimana dimaksud pada huruf d, jumlah pendaftar pada masing-

masing lowongan jabatan yang tersedia kurang dari 2 (dua) orang,

maka Panitia Pengapgkatan Perangkat Desa memperpanjang waktu

penclaftaran paling lama 15 (lima belas) hari kerja;

g. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan

sebagaimana dimaksud pada huruf f, jumlah pendaftar tetap kurang

dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dapat

memperpanjang kembali waktu pendaftaran sampai terpenuhinya

minimal2(dua)orangpendaftarpalinglamai5(limabelas)harikerja;
h. Berdasarkan peristiwa sebagaimana pada huruf 8, Kepala Desa

memperpaniang masa pendaftaran sampai dengan terpenuhinya

minimai 2 (dua) orang pendaftar, selanjutnya Kepala Desa

menerbitkanKeputusanKepataDesatentangPengangkatanPelaksana
Tugas Perangkat Desa setelah mendapat persetujuan camat;

i. Pelaksana Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf

h, berasal dari Perangkat Desa setempat;

j. Apabila tidak terdapat Perangkat Desa untuk diangkat sebagai

Pelaksana Tl.rgas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf i,

maka Kepala Desa dapat mengangkat Staf Administrasi Perangkat

Desa sebagai Pelaksana T\rgas Perangkat Desa;



k, Apabila juga tidak terdapat Staf Administrasi Perangkat Desa untuk
diangkat sebagai Pelaksana Tugas Perangkat Desa sebagairrrana
dimaksud pada huruf i, maka Kepala Desa dapat mengangkat
sementara dari warga masyarakat yang memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) untuk menjadi staf
administrasi sekretariat desa dan selaq'iutnya diangkat menjadi
Pelaksana Tugas Perangkat Desa;

1. Masa tugas Penjabat Perangkat Desa
huruf h, i dan j ditentukan paling lama
Perangkat Desa definitif.

sebagaimana dimaksud pada
sampai dengan ditetapkannya

Pasal 11
Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan oleh Panitia
Pengangkatan dengan ketentuan sebagai berikut :

a.
b,

penelitian berkas persyaratan bakal calon;
apabila dalam penelitian berkas, masih ditemukan persyaratan yang
kurang lengkap, maka pelamar diberi batas waktu untuk melengkapi
persyaratan tersebut, yakni selama 6 (enam) hari kerja terhitung tanggal
dikeluarkannya hasil penjaringan oleh panitia;
bakal calon yang teiah memenuhi persyaratan sebagaimana pada huruf a,

ditetapkan sebagai calon oleh panitia pengangkatan dengan membuat

dibuat

c.

Berita Acara;
d. hasil penetapan calon sebagaimana.pada huruf c, diumumkan kepada

warga masyarakat dan calon dapat mengikuti proses selanjutnya; dan

e. berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan tidak dapat ditetapkan

sebagai calon untuk mengikuti proses seleksi tahap seianjutnya, dan

berkas kelengkapan dikembalikan kepada pelarnar dengan bukti tanda

terima disertai keterangan terhadap ketidak lengkapan berkas

persYaratan.

Paeal 12

Kelengkapan atau persyaratan administrasi pada saat pendaftaran

sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi :

a, surat permohonan untuk menjadi Perangkat Desa yang dibuat dan

ditandatangani di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang

dan ditandatangani di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan

dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

Bhineka Tunggal Ika yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas segel

atau bermateri cukuP;
d. Fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengarr ijazahl

STTB pendidikan tingkat terakhir serta dilegalisir oleh pejabat berwenang

dengan menunjukkan ijazahl STTB asli atau surat keterangan yang

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bagi yang tidak dapat

menunjukkan LJag:ah/ STTB asli atau bagi yang ijazaJ'Ll STTB nya rusak

maupun hilang dengan mencantumkan keterangan telah lulus dari

pejabat berwenang dan nomor register siswa pada surat keterangan

tersebut;
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e. Fotocopy Akta Kelahiran, yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang

masih berlaku dan dilegalisir oleh Camat atau surat keterangan telah
perekaman e-KTP yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pejabat
berwenang;

g. Surat Keterangan sehat serta bebas minuman keras dan NAPZA dari
dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barito Timur atau Rurnah
Sakit Pemerintah lainnya;

h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
i. Membuat Daftar Riwayat Hidup;
j. Pas poto terbaru dengan ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
k. Bagi yang berstatus pegawai atau kb.ryawan swasta melampirkan Surat

Pernyataan mengundurkan diri sebagai pegawai atau karyawan suatu
perusahaan atau badan usaha, terhitung mulai tanggal ditetapkan
sebagai calon Perangkat Desa dan dilampiri dengan surat persetujuan
pimpinan yang berwenang tempat yang bersangkutan bekerja, bermeterai
cukup;

L Bagi anggota TNI/POLRI melampirkan surat pernyataan mengudurkan
diri dari anggota TNI/POLRI terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai
calon Perangkat Desa dan disertai surat persetujuan pimpinan yang

berwenang, bermeterai cukup;
m. BaSr Pengelola atau pengurus Koperasi Unit Desa, Badan Udaha Milik

Desa (BUMDes) yang mencalonkan diri melampirkan pernyataan tertulis
dan mengundurkan diri dari jabatannya jika terpilih dan dilantik sebagai

Perangkat Desa, bermeterai cukup;
n. Bagi ASN melampirkan Surat persetujuan pejabat pembina kepegawaian;

o. Bagi Damang Kepala Adat, Let Perdamaian Adat Kecamatan, Panguiu dan

Mantir Adat Desa yang mencalonkan diri melampirkan pernyataan tertulis
dan mengund.urkan diri dari jabatan kelembagaan adatnya jika terpilih
dan dilantik sebagai Perangkat Desa, bermeterai cukup;

p. Khusus bagi pendaftar jabatan Kepala Kewiiayahan atau Dusun,

clitambah dengan Surat Keterangan dari seluruh Ketua RT dan RW dusun
tersebut serta Surat Pernyataan Kolektif dari perwakilan warga

masyarakat di wilayah dusun tersebtr! yang menyatakan bahwa mereka

mengenal calon pendaftar yang bersangkutan'

Paragraf kedua
Pelaksanaan PenYarlngan

Pasal 13

Pelaksanaan penyaringan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap

penyaringan kelayakan administrasi dan tahap ujian penentuan akhir'

Tahap ujian penentuan akhir hanya diikuti oleh peserta yang telah

memenuhi syarat kelayakan administrasi"
penyaringan kelayakan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Panitia Seleksi Pengarrgkatan Perangkat Desa.

ujian penentuan akhir diselenggarakan oleh Tim Penguji.

(1)

(2)

(3)

(4)



(5) Untuk melaksanakan Ujian penentuan akhir sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) Tim Penguji dapat melimpahkan, atau bekerjasama dengan pihak
Iainnya yang memiliki kemampuan baik sarana prasarana dan/atau
keahiian dan/atau fasilitas lainnya.

Pasal 14
Penyaringan Perangkat Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Bakal calon yang mendaftar sebagai peserta mengikuti seleksi
pengangkatan Perangkat Desa menyampaikan surat lamaran kepada
Panitia Pengangkatan yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan

administrasi yang telah ditentukan;
b. Panitia Pengangkatan meneliti kelengkapan dan kelayakan dokumen

persyaratan administrasi bakal calon sebagai yang mendaftar;
c. bakal calon yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan oleh Panitia

Pengangkatan sebagai calon yang lulus seleksi kelayakan dokumen

administrasi;
d. calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya oleh Panitia

Pengangkatan diajukan kepada Tim Penguji untuk diseleksi melalui proses

ujian penyaringan penentuan akhir;
e. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa menl/ampaikan pemberitahuan

kepada Tim Penguji untuk menjadwatkan pelaksanaan ujian penyaringan

penentuan akhir;
f, jumlah calon yang mengikuti ujian penyaringan paling sedikit 2 (dua) orang

untuk setiap jabatan;
g. calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang memperoleh nilai

tertinggi selanjutnya berhak untuk ditetapkan sebagai Perangkat Desa;

h. apabila terdapat nilai tertinggi yang sarna maka dilakukan ujian
penyaringan khusus dengan cara melihat keunggulan yang terlebih dahulu
dapat dicapai oleh calon dengan urut-urutan :

1). Masih aktif bekerja sebagai pelaksana tugas atau staf pada jabatan

perangkat desa yang sedang dilakukan seleksi pengisian berikut masa

jabatannYa;
2\. Masih aktif bekerja sebagai peiaksana tugas atau staf pada desa yang

sedang dilakukan seleksi pengisian berikut masa jabatannya;

3). Memiliki pengalaman kerja sebagai perangkat desa dalam 3 (tiga) tahun

terakhir berikut masa jabatannYa;

4). Memiliki pengalaman kerja sebagai sta-f administrasi Desa;

5). Memiiiki pengalaman kerja pada kantor/instansi Pemerintah

KabuPaten Barito Timur;
6). Ijazah Yang lebih tinggi;

7). ujian PenYaringarx tambahan;

Pasal 15

(1) Materi penilaian ujian penyaringan calon Perangkat Desa meliputi :

a. Pancasila dan UUD Tahun 1945;

b'PengetahuanumumterkaitPemerintahanDesa;
c. Pengetahuan khusus terkait tugas jabatan Perangkat Desa yang

dilamar;
d. Praktek l(omPuter.



(2) Materi dan teknis pelaksanaan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disusun oleh Tim Penguji Seleksi Pengangkatan Perangkat
Desa,

(3) Penilaian hasil ujian penyaringan dilaksanakan oleh Tim Penguji Seleksi
Pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 16
Pelaksanaan ujian penyaringan Perangkat Desa dapat dilaksanakan. secara
tertulis atau berbasis komputerisasi (Computer Assisted Test) yang ditetapkan
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati,

Bagian kelima
Ponetapan Hasil Seleksi dan Pelaporan

Pasal 17
(1) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa membuat Berita Acara dan

menetapkan hasil seleksi pengangkatan Perangkat Desa.
(2) Hasil seleksi pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaporkan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa kepada
Kepala Desa dan Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya
dengan melampirkan Berita. Acara Penjaringan dan Berita Acara
Penyaringan dan Surat Keputusan Panitia tentang Penetapan Hasil
Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa yang dilengkapi dengan dokumen
administrasi calon Perangat Desa yang memperoleh peringkat perta.ma

dan kedua.

BAB V
PENGANGI(ATAN DA}I PELAI{TII(AN

Pasal 18
Calon yang memperoieh nilai tertinggi dengan urutan nilai tertinggi
pertama dan kedua, dilaporkan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat

Desa kepada Kepala Desa.
Laporkan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilengkapi dengan :

a. Berita Acara hasil penjaringan seleksi pengangkatan perangkat desa;

b. Berita Acara hasil penyaringan seleksi pengangkatan perangkat desa;

c. Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa tentang hasil Seleksi

pengangkatan Perangkat Desa; dan
d. Dokumen persyaratan administrasi Calon Perangkat Desa.

Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Desa

untuk dikonsultasikan kepada Camat paling lambat 1 (satu) hari seteiah

diterimanya laporan hasil seleksi pengangkatan Perangkat Desa dari
Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.

Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon yang memperoleh

nilai tertinggi paling lama 7 (tujuh) hari sejak cliterimanya pengqiuan

konsultasi hasil seleksi Perangkat Desa dari Kepala Desa.

Dalam rangka memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), Camat dapat melakukan penilaian kelayakan dan/atau
berkonsultasi kepada Bupati.

(1)

(21

(3)

(4)

(s)



(6) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan
berdasarkan per$yaratan yang ditentukan disertai dengan alasan dan
pertimban gan atas persetuj uan atau penolakan rekomendasi.

(71 Dalam hal Rekomendasi Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa
menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat
Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya rekomendasi dari
Camat.

(8) Dalam hal Rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan
penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Pasal 19
(1) Bahan atau dokumen yang dipersiapkan untuk acara pelantikan

Perangkat Desa terdiri dari :

a, Undangan pelantikan dari Kepala Desa;
b, Teks sumpah/janji
c. Naskah berita acara pengambilan sumpah/janji;
d. Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan dan pemberhentian

perangkat Desa;
e. Teks pelantikan;
f. Teks sambutan Kepala Desa;

{21 Urutan acara pengambilan sumpahl janji dan pelantikan Perangkat Desa
adalah sebagai berikut :

a, Pembukaan;
b. menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya;

c. Pembacaan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa;

d. Pengambilan Sumpahl Janji Jabatan;
e. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji;
f. Kata-kata pelantikan;
g. Penyerahan Keputusan Kepala Desa;

h. Sambutan-sambutan;
i. Pembacaan doa; dan
j, Penutup.

" (3) 
:Hiln.rr::l;::ffi"*" 

pengambiran sumpah/ janji dan perantikan

, a. Kepala Desa yang mengambil sumpah/ janji dan melantik Perangkat

- Desa menggunakan Pakaian Dinas Harian;

b. Calon Perangkat Desa yang akan dilantik menggunkan Pakaian

Dinas Harian; dan
c. Undangan menyesuaikan,



(1)

Bagian Ketiga
Penundaan dan Pembatalan

Pasal 2O
Rekomendasi atau keputusan pengangkatan atau pelantikan d.apat
dilakukan penundaan dalam hal selama masa rentang waktu pemberian
rekomendasi atau keputusan pengangkatan atau pelantikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (a) dan ayat (7) calon atau Perangkat Desa
yang telah lulus penyaringan ditetapkan tersangka tindak pidana korupsi,
terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan Negara, atau
dinyatakan sebagai terdakwa berdasarkan register perkara di pengadilan,
atau tertangkap tangan dan di taharr.
Rekomendasi atau keputusan pengangkatan atau pelantikarr dilakukan
pembatalan dalam hat selama masa rentang waktu pemberian
rekomendasi atau keputusan pengangkatan atau pelantikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat l7l, calon atau Perangkat Desa
yang telah lulus penyaringan dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Jika te{adi penund.aan sebagaimana ayat (1) Kepala Desa dapat
menugaskan Perangkat Desa yang ada sebagai pelaksanaan tugas setelah
dikonsultasikan dengan Camat.
Jika terjadi pembatalan sebagaimana ayat (2) maka untuk lowongan
jabatan Perangkat Desa yang sama direkomendasikan kepada calon
dengan nilai hasil seieksi nomor urut berikutnya, atau Kepala Desa segera
mempersiapkan proses seleksi baru pengangkatan Perangkat Desa jika
tidak terdapat calon dengan nilai peringkat berikutnya atau calon dengan
nilai peringkat berikutnya tersebut mengundurkan diri.

BAB VI
PENGAI{GI(ATAN STA}' PERAI{GI{AT DESA

Pasal 21,
(1) Kepala Desa dapat mengangkat staf Perangkat Desa.
(2) Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (t) terdiri dari Staf

Administrasi dan Staf Non Administrasi.
(3) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala

Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan prioritas
kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

(4) Standar prioritas kebutuhan dan kemampuan keuangan desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Bupati mengenai Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

(S) Ketentuan jumlah formasi Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud
ayat (2) Paling banyak 4 (empat) orang staf Administrasi, serta 2 (dua)

orang staf non administrasi yang di sesuaiakan dengan Kemampuan

I(euangan desa.
(6) Status kerja staf Perangkat Desa adalah dengan ikatan kontrak keda

tahunan.

12\

(3)

(4)



(7) Staf administrasi Perangkat Desa minimal berijazah SMA atau sederajad
dan berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga
puluh lima) tahun pada saat mendaftar serta diberhentikan pada saat
usia mencapai 58 (lima puluh delapan) Tahun.

(8) Staf non administrasi Perangkat Desa minimal berijazah SD atau
sederajad dan berusia minimal t9 (sembilan belas) tahun dan maksimal
35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar serta diberhentikan pada

saat usia mencapai 58 (lima puluh dela,pan) Tahun
(9) Pengangkatan staf Perangkat Desa untuk menangani keuangan atau

kebendaharaan Desa dan untuk menangani barang dan/atau aset desa

dilarang bagi yang memiliki hubungan darah dengan Kepala Desa

dan/atau Sekretaris Desa satu garis lurus sampai dengan 2 (dua) tingkat
ke atas maupun ke bawah, dan sampai dengan satu tingkat ke samping.

(10) Pengangkatan Staf Perangkat Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa

setelah dikonsultasikan dan mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.
(11) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sekurang-kurangnya

disertai dengan data standar prioritas kebutuhan dan kemampuan

keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (a).

BAB VII
PENAITGANAN PELAI{GGARAI{ DAN PENYELESAIAN MASALAH

Tim Pengawas dan Pembina
pelanggaran yang diterima.

Pasal 22
mengkaji dan menyeiesaikan setiap laporan

12) Pengkajian dan penyelesaian terhadap
pada ayat (1) dilakukan dengan cara

laporan sebagaimana dimaksud
mediasi dan/atau Pertimbangan

(t)

(3)

(4)

(r)

lainnya oieh Tim Pengawas;

Penyelesaian setiap laporan pelanggaran yang tidak mengandung unsur

pidana, keputusan Panitia Pengawas bersifat final dan mengikat'

Laporan pelanggaran yang terindikasi melgandung unsur pidana

diteruskan kepada Bupati dan/atau penyidik'

BAB VIII
PEMBINAAN DAI{ PENGAWASAN

Pasal 23
Bupatr dan Camat membina dan mengawa.si proses Seleksi Pengangkatan

Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa'

t2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana

dimaksud Pada aYat (1) meliPuti :

a. memberikan pedoman, standar pelaksanaan, petunjuk dan arahan

dalam rangka proses seleksi Pengangkatan Perangkat Desa dan staf

Perangkat Desa;

b. melakukan evaluasi Proses
Staf Perangkat Desa;

Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa dan

c. membatalkan proses dan hasil Seleksi Pengangkatan

dan Staf Perangkat Desa yang tidak sesuan dengan

peraturan perundang'undangan yang berlaku ;

Perangkat Desa
ketentuan dan



d. memberikan sanksi kepada Kepala Desa yang tidak mentaati
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam
hal Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa;

e. sanksi kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d
diberikan secara bertahap mulai dari sanksi administratif peringatan
lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara sampai dengan
pemberhentian.

f, pemberian sanksi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada huruf
e ditingkatkan ke tahap yang lebih berat bilamana Kepala Desa telah 2
(dua) kali tidak memenuhi tuntutan pada tahap sebelumnya.

(3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana
dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi :

a. memberikan petunjuk dan arahan dalam rangka proses Seleksi
Pengangkatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa;

b, memberikan ataupun menolak memberikan rekomendasi untuk
pengangkatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa;

(4) Bupati dapat mendelegasikan sebagian kewenangan pembinaan dan
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikecualikan untuk
pemberian sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian.

BAB f,K
SUMBER DAI{A PENGANGI{ATAI'I PERANGI(AT DESA

Pasal 24
(1) Dana proses seleksi dan pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada

APBDes dan dapat ditunjang dengan dana yang bersumber dari swadaya/
partisipasi masyarakat dan/atau sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak
mengikat

(2) Dana dan/atau insentif Tim Pengawas dan Pembina dibebankan pada

anggaran Pemerintah Kecamatan,
(3) Dana dan/ atau insensif Tim Penguji dan keperluan operasional lainnya

dibebankan pada anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang menangani
pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa.

(4) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa melaporkan pertanggUngiawaban
penggunaan dana kepada Kepala Desa dan ditembuskan kepada Camat.

BAB X
KETENTUAN LAII{.LNN

Pasal 25
(1) Kepala Desa wajib melaporkan kekosongan jabatan Perangkat Desa

kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya
kekosongan,



(3) Perangkat Desa yang telah diangkat oleh Kepala Desa atau Penjabat
Kepala Desa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun
2Al4 tentang Desa dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2Ol4 tentang Desa dan
peraturan pelaksananya, dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur
Nomor 4 Tahun 2018 tentang. Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa, serta Peraturan Bupati ini wajib mengikuti penjaringan
dan penyaringan, keeuali yang bersangkutan mengundurkan diri atau
tidak aktif melaksanakan tugas selama 6 (enarn) bulan atau lebih.

(4) Perangkat Desa yang telah diangkat oleh Kepala Desa atau Penjabat
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masa tugasnya
berakhir setelah dilantiknya Perangkat Desa hasil seleksi Perangkat Desa

berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal2T
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang LaYang
pada tanggal 3l VWVVVEV 2Ol9

Diundangkan
pada tanggal
SEI

di Tamiang Layang
Zl Vvr€1Abvg 201

AERAH KABUPATEN
TIMUR,

H KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2019 NOMOR .&O



(21 Kepala Desa wajib melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk
Perangkat Desa yang masih aktif yang telah diangkat oleh Kepala Desa
atau Penjabat Kepala Desa setelah diundangkannya Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2A14 tentang Desa dan tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2Ol4
tentang Desa dan peraturan pelaksananya, dan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Serta Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa, serta Peraturan Bupati ini, paling lambat
7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan laporan dari Bupati
melalui Camat.

(3) Kepaia Desa yang tidak melaporkan kepada Bupati melalui Camat
perihal kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan Perangkat Desa yang masih aktif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dikenakan sanksi penundaan penghasilan tetapnya sampai
dengan kepala Desa tersebut memenuhi kewajibannya.

(4) Penundaan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) Usia perangkat desa setinggi-tingginya.sampai dengan 60 tahun dengan

ketentuan untuk tetap dipertahankan sebagai Perangkat Desa jika
memasuki usia 51 tahun sampai dengan 60 tahun, wajib memenuhi
syarat kelayakan kesehatan yaitu mendapat surat kelayakan kesehatan
dari Rumah Sakit Umum Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah lainnya
pada saat setiap memasuki usia yang ke-S1 Tahun, 53 Tahun, 55 Tahun,
57 Tahun dan 59 Tahun.

(6) Format administrasi dalam rangka pelaksanaan seleksi pengangkatan dan
pemberhentian Perangkat Desa tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dapat menambah format diluar
contoh format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang untuk
kelancaran pelaksanaan seleksi, pengangkatan dan pemberhentian
Perangkat Desa serta kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pengangkatan
Perangkat Desa.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26
Perangkat Desa yang telah ada sebelum diundangkannya Undang-Undang

Nomor 6 tahun 2Ot4 tentang Desa, dinyatakan sah menurut Peraturan

Bupati ini sepanjang masih aktif melaksanakan tugas dan tetap

melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat
keputusan pengangkatannya, kecuali bagi Perangkat Desa yang telah

mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
Perangkat Desa yang telah ada sebelurn berlakunya Peraturan Bupati ini
ini dan telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberhentikan dari
jabatannya.

(1)

(2\



1.

I,AMPIRAN PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR NOMOR
TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 4 ?AHUN 2A18 ?EN?ANG PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
DE SA SERTA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTTAN PERANGKAT DESA.

CONTOH FORMAT DAN BENTUK DOKUMEN PENCANGKATAN DAN
PEMBERHENTTAN PERANGI(AT DESA

FORMAT DONUMEN PENGANGI(ATA}.I PERANGKAT DESA MEIALUI MEKA}IISME
PENJARINGAN DAN PBNYARINGAN.

FORMAT KEPUTUS$.I KEPALA DESA TEM.AI\iG PEMBENTUKAN PANITIA
PBNGA}IGKATAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.

KABUPATEN BARITO TIIVTUR

KBPUTUSAN KEPAI,A DESA
NOMOR........ TAHUN

TENTANG

PANITIA PENGANGKATAN PENGAI.IGKATAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN ........ KABUPATEN BARITO TIMI.IR

KEPAI-A DESA

Menimbang: a. bahwa untuk ketertiban dan keiancaran penyelenggaraan
Pengangkatan Perangkat Deea Kecamatan ............,
maka sesuai ketentuan Pasal ...... ayat (...) Peraturan Bupati
Barito Timur Nomor Tahun tentang Petunjuk
Pelalcsanaan Peraturan Daerah l(abupaten Barito Timur Nomor
4 Tahun aor8 tentang Pengangkatan rhn Pemberhentian
Perangkat Desa, perlu membentuk Panitia Pengangkatan
Pencalonan Pengangkatan Perangkat Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Desa............ Kecamatan .........';.. tentang Pembentukan Panitia
Pengangkatan Pengaugkatan Perangkat Desa

Kecamatan Kabupaten Barito Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2ooz tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupatea Dalam Lingkungan Propinsi

Kalimauan Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

r95o Nomor 42)l
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Kabupaten Barito fimur dengan mengubah Undang-Undang
Nomor s Tahun 2ooztentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Ungkungan Propinsi Kalimanan Tengah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 275ili
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2o14 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuu eot4 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik ludonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemeriutah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

3.



4.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor rz3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor SS39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun zor5 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zor5 Nomor
rg7, Tambahan Lembarau Negara Republik Indonesia Nomor

s7L7)i
Peraturan Daerah l(abupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun
por8 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian
Kepala Desa (tembaran Daerah Kabupaten Barito fimurTahun
zor8 Nomo 4r, Tambahan lembaran Daerah lkbupaten Barito
Timur Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor rB Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan

Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Barito fimur Tahun 2c.17 Nomor 18, Tambahan Lembaran

Daerah l(abupaten Barito fimur Nomor 7z);
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun

zorS tentang Badan Permusyawaratan Desa (L€mbaran Daerah

Kabupaten Barito Timur Tahun zorS Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 73);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun

ao18 tentang Pengangkatan dan Pemberheutiau Perangkat Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun zotT Nomor

eo, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur

Nomor 74);
PeraturaD Bupati Barito Timur Nomor ...... Tahun ....... tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah I(abupaten Barito

Timur Tahun ....... Nomor .......)

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito fimur Nomor 5 Tahun

2015 tentAng susunan organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah

Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun "' Nomor

...., );
g. Peraturan Bupati Barito fimur Nomor .... Tahun 2018 tentang

petunjuk Pelaksauaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito

Timur Nomor 4 Tahun zor8 tentang Pengangkatan dan

pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten

Barito fimur Tahun aorS Nomor ...);

5.

6.

Menetapkan:
KESA'IU;

MBMUTUSI(AN:

Membentuk Panitia Pengangkatan Pengangkatan Perangkat

Desa............ Kecamatan .,.......... Kabupaten Barito Timur' untuk

formasi jabatan dan dengan susunan

keanggoiaan sebagaimana tercantum dalam L^ampiran yang

*"*p"tu" bagian tidakterpisahkan dari Keputusan ini'
PanitiaPengangkatansebagaimanadimaksuddalamDikr'rm
KESATU, mempunyai tugas:

a. menetapkan rencana biaya dan sumber biaya kegiatan

pengangkatan Perangkat Desa;

n. metatcuttan penjaringan bakal calon Perangkat Desa;

c. mengumumkan namabakal calon yangtelah memenuhi

KEDUA



persyaratan datr berhak untuk mengikuti ujian penyaringan;

mempersiapkan dan melalaauakan segala sesuatu yeng

berkaitan dengan pelaksanaan penyaringan Perangkat Desa

agar berjalan tertib, lancar, dan aman;
mernbuat Berita Acara hasil ujian penyaringanl dan

melaporkan haail pelaksanaau penganglcatan Perangkat Desa

kepada Kepala Desa.

sesala biaya yang timbul sebagai akiLat ditetapkannya

Ketut,sau ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa ............ Tahun Anggaran
: Keputusan ini mulai berlahr sejaktanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tauggal ................,......

r(EpALA DESA .....i..........r...,

e.
f.

KI]:IIGA :

KEEMPAT



LAIVIPIRAI'I KEPUTUSAI'I KEPALA' DESA " "i" """" """"r"
NOMOR i
TA}IGGAL :

SUSUNAI-I KEANGGOTAA}'I PA}IIUA } BNGANGKATAI'I P ENGANGKATAN

PEMI.IGKATDESAbESA".,...-...KECAIvIArAI'{ KABUPATENBARITOTIMUR

TAHUN

KEPALA DESA ....r...'.'.......,.,

a



2. FORMAT SURAT PERMOHONAN MENJADI PERANGKA3 DESA.

Kepada:
Yth. Kepala Desa

Kecamatan ....' Kabupaten Barito fimur
Cq. Panitia Pengangkatan Pengaugkatan Perangkat
Desa

Di*
(nama DesasetemPat)

-r.......,20."'

Bahwa sehubungan dengau dibukanya -pendaftaran.Calou 
Peranglut. Desa

p*ru .............. t{ecamatan ................ IGbupatren Barito Timur sebagaimana

tu rfor"g drlam Pengri*rr*.u, Panitia Pengangkatan Pengangkatan Perangkat

Desa Nomor, .........-"... /...-./....,.. tanggal """ eo"", maka bersama ini' saya:

Nama
NIK
Jenis Kelamin
Agama
Tempat/Tgl. l,ahir

Pendidikan
Pekedaan
Alamat

mengajukan permohonan pendaftarau calon Perangkat Desa untukformasi
jabatan ....................., dengan persyaratan sebagai berikut:
a. """""';
b. """""';
c. """""';
d. """""';
e. """""';
f. """""';
g. """""';
[. """""';
i. Dst,
e;;;, dokumen berkas persyaratan sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan guna

menjadikan Periksa.

Hormatkami
Yang mendaftatkan diri,

Matarai RP,6000



3. FORMAT SURAT PERMATAAI{ BERSAQWA KEBADATUI{AN YAI{G MAHA ESA.

SURAT PERT.]YATAAN
BER"AQWA KEPADA TUHAN YANG IVIAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIK
Jenis Kelamiu
Agama
TempatlTgl. l.hir
Pendidikan
Pekedaan
AIamat

Menyatakan dengan sesutrEguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada T\rhan Yang
Maha Esa sesual dengan ajaran agama yang saya peluk dan I'akini.

Demikian psrnyataan ini saya buat dengan sebenanr;ra dan apabila di kemudian
hari ternyata per-ryxataan iui Sdak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

.t ..r..r...r....

Yang membuat Pernyataan,

MateraiRp.6ooo

:

a



4. FORMAT SURAT PERNYATAAI{ MEMEGA}.IG TEGUH DAN MENGAI\,TAIJG}-I PANCASIIJ,
UNDAI{GUNDA}.IG DASAR NEGARA REPUBLIK rNDoNEsrA TAHUN tg45,
MEMPERTAIIANIGN DAN MEMELIHARA KEUTUIIAN NEGARA KESATUAN REPUBTIK
INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL II(A.

SURAT PERNYATAAN
M ETIEGANG TEGUH DAN MENGAMALIAD{ PAI-I 3A.SILA,

UNDANG-UNDAI-IG DASAR NEGARA REPLIBUK INDONESIA TAHUN rg4s,
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHAM IGUTUHAN NEGARA

KESATUAI\T REPUBUK INDONE$IA DAN BHINNEIATUNCGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIK
Jenis Kelamin
Agama
Tempat/Tgl. Lahir
Pendidikan
Pekerjaan
Alamat

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh dan
mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhlneka Ttrnggal Ika.

Demikian peruyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian
hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

., ..............

Yang membuat Pernyataan,

MateraiRp.6ooo



5. FORMAT SURAT PERI.IYATAAN BERSEDI.A DAN SANGGUP MEMENUHI
KETENTUAN HARI DAN JAM KER^JA, DAN KETENTUAN DISIPLIN KER,JA I.AINI'IYA

SER]TA SI,AP DAN BERSEDI.A MENERIMA SANKSI ATAS KETIDAKTAATAN
TERHADAP KETEI.ITUAN DISIPLIN KETUA

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DA}.{ SA}iGGUP MEMANUHI KETENTU.$I IIART DAI'I JAIVI KER,IA, DAI{ KE,TENTUAI{

DISIPLIN KE&IA I"AJNNYA SESIA SIAP DAT.{ BERSEDIA MENERIIUA SANIGI ATA,S
KETIDAICTAATAI{ TERItrADAP KETENTUAI{ DISIPL.IN KEF"IA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
MK
Jenis Kelamin
Agama
Tempat/Tgl. I+hir
Pendidikan
Pekerjaan
Alamat

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa apabila saya diangkat sebagai

Perangkat Desa, maka saya bersedia dan sanggup memenuhi ketentuan had dan

jam kerja, dan ketentuan disiplin kerja lainnya serta siap dan bersedia meuerima sanlai

atas ketidaktaatan terhadap keteutuan disiplin kerja.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian

hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diberhentikan dari
jabatan Aparat Desa dan diruntut sesuai ketentuan perahrran perundang-

undangan.

Yang membuat PernYataan,

Materai Rp.6ooo



6. FORI\{.Pff SI,RAT PERNYATA,AN sA}IGGI,P BERTEMPAT TINC,GA.L DAT.I BERDoMIsIu
DI DUSITN SEf,EMPAT SEIELAH DILANTIK (KIIUSUS LINTITK KHmL{YAHAN)

SIIRAT PERNYA?AA}I
SAIIGCUP BERTEMPATI]NGGAI, DAI{ BERDOMISIIJ DI DUSUN SETEMPAT

SETELA.I{ DILA}'ITIK

Yang bertanda tangan di bawah iui:
Nama
NIK
Jenis Kelamin
Agama
Tempat/Tgl. I-ahir
Pendidikan
Pekerjaan
Alamat

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa apabila saya diangkat sebagai
Perangkat Desa, maka saya bersedia dan sanggup berdomlsill dan pindah
kependudukan di Desa ........... Kecamatan ........... Ibbupaten Barito Timur,
pada Dusun ........, paling lama 6 (bulan) bulan sejak dilantilc

Demikian pernyataan iui saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian
hari ternyata pemyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

., ...).......

Yang membuat Pern3rataan,



7. SURAT PERNYA'TAAN MtrNGIJNDURKAN DIRI SEBAGAI PEGAWAI ATAU KARYAWA}I
SUATU PE,RUS$AAN ATAU BADAI.T USAHA,. TERHITUNG MIJI.AI TA}.IGGAL
DTTMAPIG}I SEBAGAI CAION PEMNGKAT DESA DAI.I DIBUBUHKAI.I TANDA
PER,SETUJUAN PIMPINAN YANG BER\4/ENANG TEMPAT YANG BERSANGKUTAN
BEKERJA

SURAT PERNYATAAN
MENGI'NDURKAN DIRI SEBAGAI PEGAWAI / KARYA\,VAN PERUSAHAAN/

BADAN USAHA .....(diisi nama perusahaan/Badan Useha)......

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIK
Jenis Kelamiu
Agama
Tempat/Tgl" Lahir
Pendidikan
Pekerjaan
Alamat

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya mengundurkan diri sebagai
karyawan dari Perusahaan/Badan Usaha ......(diisi nama perusahaan/badan
usaha)...... apabila dan sejak tanggd saya ditetapkan sebagai Peserta Seleksi
Pengangkatan Perangkat Desa ...... yang lolos dan berhak mengikuti
ujian selel$i Pengangkatan Perangkat Desa

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian
hari ternyata peroyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diberhentikan dari
jabatan Aparat Desa dan dituntut sesuai ketentuan perahtran penrndang-

undangan.

Yang membuat Pernyataan,
MENYETLTJUI:
Pimpinan/ Pejabat
berwenang
Perusahaan/Badan
Usaha

Cap Stempd
Perusahasn / BU dan

Tanda Tangan

MateraiRp.6ooo
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SURAT PERNTATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATANNYA JIKA
LULUS SELEKSI PRAI.IGIGT DESA

SURA? PERNTATAAN
tsERS EDIA MEN GUN DU RKAN DIRI DARI JABATAN/ PENGURU$/ P EKER.TAAI{

JIKA LULUS SELEIGI PRANGKATDESA ,....
(Khusus Untuk Pengurus Koperasi Unit Desa/ Bumdes/

Tenaga Honorer Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah/
Damang /Mantir/ Pengulu Adat)

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIK
Jenis Kelamin
Agnma
Tempat/Tgl. Lahir
Pendidikan
Pekerjaan
Alamat

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya siap dan bersedia
mengundurkau dfui dari (Pengurus Koperasi Unit Desa/BUMDes/Tenaga
Honorer Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah/DaYYtang

/Mantir/Pengulu Adat)*) apabila dinyatakan Lulus Seleksi Pengangkatan
Perangkat Desa ....... dan selanjutnya siap dan bersedia membuat
surat penguuduran diri sebagai syarat untuk dapat diangkat dan dilantik
sebagai Perangkat Desa ...,."..

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebetrarfrya dan apabila di kemudian
hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dibatalkan kelulusan
saya dari hasil seleksi pengangkatau Perangkat Desa atau dibatalkan sebagai

Perangkat Desa.......,

Keterangan:*) Coret atau hilangkan
yang tidak perlu Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp.6ooo
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9. FORI{AT BERTTA ACARA PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN CAION
PERAI\IGKAT DESA.

KOP PAT]TIIA
PANTTIA PENGANGIGTAN PENCANGKATAN PERA}-IGKAT

DESA DESA ....... KECAIIATA].I ...... KABLIPATEN BARITO TIMUR

Pada hari ini ............ tanggal bulan Tahun ..........r., Panitia
Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa, Desa ...........r, Kecamatan ............,
Kabupaten Barito fimur telah dilalcsanakan pemeriksaan kelengkapan
administrasi berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus Bakal Calon
Perangkat Desa, Desa ............, Kecamatan ............, Kabupaten Barito fimur
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Barito Timur Nomor ........ Tahun
eorS tentang Peraturan Pelaksanaan Peratrrran Daerah Kabupaten Barlto Timur
Nomor 4 Tahun corSTentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa,

deugan hasil sebagai berikut:
1. Jumlah pendaftar lowougan Perangkat Desa............... sebanyak .....

(.............) orang, dengan rincian sebagai berikut:
a. untuk formasi jabatan sebanyak -.... (......."-..-.) orang;
b. untukformasijabatan.......'. sebanyak.....(......-...'..)orang; dan
e. dst.

z. Persyaratan administrasi yang diadakan penelitian meliputi:
a. surat permohonan untuk meujadi Perangkat Desa yang dibuat dan ditandatangaui

di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

b, surat pernyataan bertaqwa kepada T\rhan Yang Maha Esa yang dibuat dan
ditandatangani di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Uldang
Dasar'Negira Republik fndonesia Tahun ig4g, me-mpertahankan dan memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka-ftrnggal lka yang

dibuat dan ditandatangani di atas kertas segel atau bermateri cukup;

d. Fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan Uazah/ STTB

pendidikan tin6kat terakhir serta dilegalisir oleh pejabat berwenang deng-an

menunjukkan iiazah/ STTB asli atau surat keteran8an yang dikeluartan oleh
pejabai yang be-rwenang dan bagi yang qidak dapat yrfnunjuk*an ije"ahl $IfB asli
itiu bafi yans iiazahlg:fg nya rusak maupun hilang dengan fencantumkan
keteranfan tetlhiutus dari pejabit berweDang dan nomor register siswa pada surat
keterangan tersebut;

e. FotocopyAkta Kelahiran, yang disahkan oleh Pejabatyangberwenang;

f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KI") dao Ifurtu Kelua$a (KK) yang masih
berlaku dan dilegalisir oleh Camat atau surat keterangan telah perekaman e-KTP

yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pejabat berwenang;

g. Surat Keterangan sehat jry*up dorl rohani serta bebas minuman keras dan
" NApZA dari d-okter Rumih Sakit Umum Daerah Ikbupaten Barito Timur atau

pej abat yang berwenang;

h. Surat KeteranS,an Catatan Kepolisian (SKCIO dari Kepolisian;

i. Membuat Daftar RiwaYat HiduP;
j. Pas poto teltanr dengan ukuran 4x6 cm sebanyak z (dua) lembar.

k. Bagi yang berstatus pegawai atau karyawan swasta melampirkan surat Perny-ataan

*.;6il{dkd airi ie6agaipegawai atau karyawan suatu penf.}Pto atau badan

usafi yani memitiki ha; aiu iam kerja yang sama dengan lari_dan jam \erja
peranglratburr" i"rUito"g, mutai tanggal aitetapttan sebaqp,i calon Perangkat Desa

dan diampiri dengan surat persetujuan pimpinq'' yang benreuang tempat yang

bersangkutan bekerja, bermeterai cukup;

l. Bagi anggota TNI/POLRI melampirkan sual P9rnyataan leqgudurkan-diri dari

uo[eot"Tiii/iolRl 6[tung mulai tanggal iitetapkan sebagai calon Perangkat

Desa dan atlrtui ro*t persetijuan pimpinin yang b-erwenang, bermeterai ctkup;

m. Bagi Pengelola atau pengums Koperasi lJ-nit pgsa, Badan Udaha Milik Desa

frtrnapdj--v*i-*Jo*iort"",itui melamptkan gsmy.ataan tertulis dsn

-"ngrraurti" ii"i.a"ri jabatannya jila terpilih dan dilardk sebagai Perangkat

Desa, bermeterai cukuP;

n. BagiASN melampirkan Surat persetujuan pejabat pembiua kepeggwaian;

o. Bagi Damang lkpala Adat, kt Perdamaian Adat lkcamatan, Pangulu dan Mantir

t2



Adat Desa yang mencalonkan diri melampirkan penryataa[ terhrlis dan
meugundurkau diri dari jabatan kelembagaan adatuya jika terpilih dan dilantik
sebagai Perangkat Desa, bermaterai cukup.

p. Khusus bagi pendaftar jabatan trGpala Kewilayahau atau Dusun, ditambah dengan
Surat Keterangau dari seluruh Ketua RT dan RW dusun tersebutserta Surat
Pernyataan Kolektif dari penvakilatr warga masyarakat di wilayah dusun tersebut
yang menyatakan bahwa mereka mengenal calon pendaftar yangbersanilutan.

(1. PasPhotobenvarna4x6+lbr.

g. Setelah diadakan penelitian perqrarratan administrasi maka jumlah pendaftar
yang memenuhi syarat dan dan ditetapkan sebagai Bakal Calon Perangkat
Desa serta berhak mengikuti ujian penyaringan Perangkat Desa berupa ujian
tertulis sebanyak (......) oraug, dengan daftar uama sebagaimana
terlampir;

4. Jumlah bakal calony'pelamar yang mengundurkan diri (......) orang;
dan

S. Jumlah bakal calon/pelamar yang tidak memenuhi syarat : (......)

orang.

Demikian berita acara ini dibuat dengan seknarnya deugan tanpa paksaau dari
pihak manapun guna dipergunakan sebagaimana mestinya.
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